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PERATURAN BUPATI BURU:

Menimbang 1 a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buru Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat 11 Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6
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Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ?3, Tambahah Lembaran Negara

Nomor 396'1) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Repubii

I
K
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3961 ) jo Jndang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 entang
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- Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4878; B

Undang-Undahg Répubfik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran

Negara Repubiik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
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» fambahan Lembaran Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

. Undang~Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoriesia Nomor
4286); |
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. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengeiolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubhk IﬂdOﬂESIa Tahun 2004 Nomor 66:_= o

Tambahan an i‘vcgara Repubukquuncsa mor 4400};

ng-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistiem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421); "

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebacaimana
telah diubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Inaonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
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13.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 20i1 tentang PemoentUKan Peraturan Perundang-
und ngan (Le‘m

r\el.:ub!if\ Indonesia NO"’iOl 523#);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Panyeleng

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembara
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4090); |

aran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a Nomor 4139);
17.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);



Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13/ Tambahan Lembaran Negar biik Indonesia
Nomor 4575);
21.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tghun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Dannhhl(T donesia Nomor 4576);

22.Peraturan Pemerintah Repubiik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
‘Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

23.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
| (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
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emerintah Repubil Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

o e b lile Toa oy oot miarim M AL pm o am
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

25.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

37?“

InstanSI Pemermtah (Lembar Negara Republik In_dones_ia__"!fghurn 2006Nomor 25,Tambahan Le_rpbargq‘__m_

an Kepada Partai

¢
W0

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Nomor 4972);

27.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tzahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pamerintahan
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ambahan Lembaran Negara Repu hik
Indonesia Nomor 5165);

28.Peraturan Menteri Dalam  Negeri - Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeioiaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokkan
Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggung-jawaban Penggunaan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;



Menetapkan ;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara’
Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

«.- .Peraturan, Menteri .Dalam. Negeri Nomer-32 Tahun 2011 tentang.Pedeman Pemberian Hibah dan Bantuan- -

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indon
33.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 4067’ tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 200

—— e

34.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 43 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik

35.Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 68 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

_PERATURAN BUPATI BURU TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014,
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Fasai

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan _
a. Pendapatan Asii Daerah Rp. 15.373.783.993,00
b. Dana Perimbangan Rp. 478.165.736.045,00
.- .G..Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.. Rp. . 37.786.914.216,00 _ T ST RP B g
Jumiah Pendapatan Rp.  531.326.434.254,00
2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung
i. Belanja Pegawai RD.

230.053.547.945,30
ii. Belanja Bunga Rp. 1.002.083.333,33
ili. Belanja Subsidi Rp. 0,00
iv. Beianja Hibah Rp. 7.853.000.000,00
v. Belanja Bantuan Sosial Rp. 4.537.500.000,00
- vi. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 13.043.369.600,00
vii. Belanja Tidak Terduga RD. 5.000.000.000,00
Jumiah Belanja Tidak Langsung Rp 261.489.500.878,63
b. Belanja Langsung
[. Belanja Pegawali Rp. 20.470.562.100,00
. Belanja Barang dan Jasa Rp. 132.687.269.608,87
iii. Belanja Modal Rp. 95.460,417.502,50
Jumlah Belanja Langsung Rp. 248.618.249.211,37
Jumlah Belanja Rp.  510.107.750.090,00

Surplus/(Defisit) Rp. 21,218.684.164,00



3. Pembiayaan :

a. Penerimaan ' Rp. i

b. Pengeluaran

. Rp. 11.483.908.688,22
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp. 32.702.592,852,22

Pasai 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci iebih lanjut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
sal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Lampiran sebagaimana dimak
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Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

- Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 30 Desember 2013

Diundangkan di Namlea

Pada tanggal 30 Desember 2013
'__,9;.~3_§KRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,
’."_: Ml ly‘:.{‘.'é .
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- BERTTA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2013 NOMOR 68
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